HEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 5594 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRABAH TEANAWIYAH AL-HASAN PUTRI KABUPATEN PAMEKASAN

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

Mengingal

-

bahwa dalam rmangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan  kesempatan
masvarakal melalui organisasi berbadan hukum  untok
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sehagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ind telah
habis;

bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian foperasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dari Kepala Kantor Kementerian Apama KABUPATEN
PAMEKASAN Nomor : Kd.15.22/2/PP.00.6/238/2016
Tanggal 07 PEBRUARI 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuad
dalam horuf & huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Reputusan Kepala Kantor Wilayah Kemenlerian Agama
Provinsi  .Jawa  Timur tentang  Perpanjangan  [zin
Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH AL-
HASAN PUTRI KABUPATEN PAMEKASAN Provinsi Jawa
Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negam Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemermtah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Nepara Republik Indenesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomot 13 Tauhun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);




3.

o

Heraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan ILembaran Negara Kepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Letnbarn Negara Republik
Indonesia Nothor 4864,

Peraluran Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 lentanyg
Fengelolsan  dan Penyelenggaraan Pendidikan  {Lembaran
Megata Republik Indonesis Tahan 2010 Nomar 23, Tambahan
Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomer 5 L5}
sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Pemlerntsh
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pergtursn
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenpgaraan Peneidikan  (Lembarsac Megara ERepuhlik
[donesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesis Nomor 5157);

Peraturan Menterd Pendidikan MNasional Nomoer 24 Tahun 2007
tentang Standar Samina dan Prasarana Untuk  Sckolah
Duasar/Madrasah Ibtidaryah, HSekolah Menengah
Pertama/Mnadrasah Tsanawivah, dan Sekolah Menengah
Alas/Madrasah Alivah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomaor 15 Tahon 2010
tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaiiana telah dinbah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Naomor 23 Tahun 2013
teflang  Herubahan Atas Peraturan Menteri  Pendidikan
Naginnal Nomor 15 Tshun 2010 (entang Standar Pelavonan
Minimal Pendidikan di Kabupalenf Kosa;

Peraturan Menter Agama Nomor 90 Tahun 2003 tentang
Penrelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaitnana telah
diubah detigan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Madrasah:

Keputusan Dhirekiur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madeasah
Yang Niselengearikan oleh Masgyarakat;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Istam Nomar SRES
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjanpsm Izin
Pendirian Madrasah, l'enerbitan Surat Keputusan Tengguanti
Tat Pendinan Madrasah Karena Hilang, dan Penerhitan Surat
Keleraigan Kerusakan Dokmoen lzin Pendirian Madrasah;




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

s KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAIl KEMENTERIAN AGAMA

TENTANG PEMBERIAN 1ZIN PENDIRIAN [/ OPERASIONAL
MADRASAIH  TSANAWIYAH AL-HASAN PUTRI KABUPATEN
PAMEKASAN PROVINS! JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah schagaimana wercantum dalam Lampiran yang
memupakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Dikium
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkulan

melakukan pelanggaran sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 AGUSTUS 2017

KANTOR WILAYAH




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 55494 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH AL-HASAN PUTRI
KABUPATEN PAMEKASAN

PROVINS] JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN LZIN PENDIRIAN

| Nama Madrasah

1 AL-HASAN PUTRI
2 | Namor Statistik Madrasah | 121235280053
3 | Alamar Madrasah DESA SRAMBAH KECAMATAN PROPPO
DESA SRAMBAH
KECAMATAN PROPPO
KABUPATEN PAMEEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR
4 | Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN AL HASANUL MUAYYAD
5 | Akte Notaris Organisasi NO. 504, CHURIAH LAYLIA, SH. . M.Kn
Penvelengpara
6 | Pengesahan Akte Notaris | AHU-0031468 AH.01.12 TAHUN 2015 /

Cirganisasi Penvelenggara

15 DESEMBER 20135




